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PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mj
2\ b\ Y 7

@E&M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 1987, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Majene,
selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Polewali, 1988, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi
Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada
hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor
215/Pdt.G/2021/PA.M;j telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal

2011 M. bertepatan dengan tanggal 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor XXXXXX, tanggal 08 Februari 2011,
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Majene, selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-
masing bernama :

a. ANAK., umur 9 tahun;

b. ANAK., umur 6 tahun;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam
pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan
atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2018
yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan
perempuan bernama XXXXX;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2018, yang disebabkan karena
Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama XXXX tersebut dan
Tergugat tidak mendapatkan izin dari Penggugat sebelumnya untuk menikah;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3
tahun;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan
tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan
kembali;

8. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan

dengan Tergugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
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Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di
persidangan dan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang
menurut relaas panggilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mj Tergugat telah dipanggil
namun tidak bertemu dan kemudian diteruskan kepada Kelapa Desa namun
Kepala Desa setempat menolak untuk tanda tangan karena Tergugat sudah lama
pindah tempat tinggal;

Bahwa setelah dikonfirmasi perihal alamat Tergugat, Penggugat
menyatakan akan mencari alamat jelas Tergugat, sehingga diketahui tempat
tinggalnya;

Bahwa oleh karena Penggugat membutuhkan waktu untuk mencari alamat
domisili Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut
permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.
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Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
hadir sendiri di persidangan dan sedang Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan yang menurut relaas panggilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mj
Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dan kemudian diteruskan kepada
Kelapa Desa namun Kepala Desa setempat menolak untuk tanda tangan karena
Tergugat sudah lama pindah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat membutuhkan waktu untuk mencari
alamat domisili Tergugat, dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut
permohonannya untuk mencari alamat jelas Tergugat dan selanjutnya mohon
penetapan

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat tidak hadir karena panggilannya tidak patut dikarenakan alamat yang
ditunjuk tidak benar, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut
permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini..

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mj
dari Penggugat;
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp551000,00 ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang keliling di Kanto Urusan Agama
Kecamatan XXXXX yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember
2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh
Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal sesuai Penetapan Majelis
Hakim Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 9 Desember 2021 Masehi, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal
17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443
Hijriyah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai

Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 431.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
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Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.
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